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TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PPID
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang

Mengingat

oo

bahwa untuk memenuhi kebuthan masyarakat dalam rangka
pelayanan informasi  publik di  bidang Penanggulangan
Bencana diperlukan Pedoman Pengelolaan  Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
Nasional ~ Penangpulangan  Bencana  tentang  Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Linghungan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana:

- Undang-lUndang  Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan |.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723;

Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentuny
Keterbukaan Informasi Publik (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4846):



3. Peraturan  Pemenntah Nomor 2] Tahun 2008
tentang Penvelenggaraan Penarngoulanegan
Bencana ({Lemburan  Negats Bepublik  Indonesis
Taiun 2008 Numor 42, Tambahan Lemberan Negara
Repubhk Indonesia Nomor 4R28):

4. Peraturan Pemermtah Nomor 61 Tahun 2010
tentane  Pelukssnaan Undang - Unilang Nemor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukasn Inlormasi Pubhik
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Numor 20 Tambahen Lembaran Negara Republik
tndunesia Nomor 51 494,

5 Peraturan Kepala BNPB no ¥ Tahun 2013 tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi cti
lingkungan BNPB

MEMUTLUSKAN :

Menetapkan SURAT  KEPUTUSAN  KEPALA  PUSAT DATA.
INFORMASI  DAN  HUMAS BADAN  NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANCG STANDAR
UPERASIONAL DAN PROSEDLUR PP DI
LINGKIUNGAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal |

Standar Operasional dan Prosedur PPID di Lingkungan Badan Nasional
Penanggulongan Rencana ini merupakan panduan atau acuan bagi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana khususnya PRI Peluksana
dan Pembantu PPID Pelnksana untuk memenuhi kebutuhan masyarakst
daiam rangka pelavanan informasi publik.

Pasal 2

Standar Operasional dan Prosedur meliputy:
a. Pemohon informasi publik mengajukan permittaan informast kepada
PPID.

b. PPID menerima permohonan informasi,

c. PPID melakukan pencatatan permmlaan informasi dari pemohon untuk
kKepentingan tertib administrasi. Untuk mempermudah  masvarakat
dalum  meminta  informasi publik, PPID, menviapkan Formulir
Permintaan informasi dan mengkopi identitas pemohon berupa KTP
Jiks pemohon informasi adalah organisasi atau LSm maka petugas
PPID wajib meminta copi akia pendirian organisas: scbagai lampiran.



d. Pemtaerian Tonde Bukt Permohonan informast dun nomer permdaliaran
kepada pemotion informasi,

e. Pewagas pelavanan informast wajib melakukan konfirmase kepads
pemaohon informast mengenal kebenaran deta pemobon dan pengguns
miormash

e,

Apabila pada sant konfirmast dilakukan ditemukan Ketidaksestuainn
dnta pemohon dan pengguna maka potugaes pelavapan  informasi
berhak untuk udak melavam permuntaan informasi.

&

Selumbat-lembarnysa dudam wakou 10 {sepulub) han scjuk permohonan
diteruna oleh kantor PPID, maka PPID wajib menangegap! perimintaan
informast melslt pemberitahuan tertubis, Pemberntahuan tu meliputs
permintaan formast diterima, permintasn informasi diuolak, dan
perpanjangan wakiu pemberitahuan permohonan diterirma atau ditolak.

hi. Jika PPID membutunkan perpanjangan wakiu, maka  sclaiubal
lambatnva 7 {tujuh) hari kerja seiak tanggapan pertama diberikan PPID
harus memberitahukan secara tertulis apakah permintaan imformass
dapat dipemithi atau tidak jika tidak memungkinkan maka bisa melatul
sirs atau email ke pemohon informasi.

i Jika permimtaan diterima, maka dalam surat pemberntahuan juga
dicantumkan materi informasi vang dibenkan, format nformasi,
apakah softcopy atau data tertulis, biaya vang dibuiuhkan. Bia
permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pembernahuan
dicantumlbcan alasan penoclakan berdasarkan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 3

Kinsifikasi dan Pengecualian Informasi

a. Petagas PPID melakukan penyusunan rencana dan pengelolaan
[nformis

b. Petugas PPID menyampaikan prrimuntaan data dan informasi secara
berkala dorr scuap kedeputian

¢. Petugas PPID berkordinasi dengan Pembantu PPID Peiakssna jika
ada permohonan informast vang menjadi tanggung jawab
kedeputian tersebuat

d. Petugas PPID memproses dan melakukan klasifikasi data dan
informas! scrta mengarsipkan dolumen informasi publik



¢ Petugas PPID dan semus vang terhbat PPFID menyimpan data
informass yvang dikecualikan

f Dmivar informas vang dikecaalikan di lingkungan BNPRB sudah Jding
konsckwenst aleh Pejabat vang berwenang

Pasal 4
Mekamsewe penpumpuian mmformas: selinp unit kerja di ingkungan

BNPB digambarkan scbaga berkut:
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Mekanisme pengumpulan mformast

a. Setiap informuast di unit Kerja eselon | atau Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pelaksana mempakan langerung jawab pimpinan
unt.

ty. Pejabar Pengelota informas) dan Dokumentasi Pelaksana dijabat oleh
pejiabat  cselon I vang disunjuk  oleh  pejabal eselon 1 owvang
bersangkiitan.,

. Setap Infortmast yang dikelola oleh  Pejabat Pengelola Informasi dan
Deokumentiast Pelaksana merupakan satu kesptuan informast dan
masing-masing satuan kerja dibawahnva



g SBeuap informas publik diuamnit eselon saiu disampaikan ke Pejabar

i
H

Pengelola Informass dan Dokumentasit Yhama melahn Pojabut
Pengelola  Informasi dan Dokumentas: Priaksana dan
dilaksanakan olelh Pembanin Pejubat Pengeloln Informaesd don

Porbarmnentast Peloksans vang ditunjuk

e, Jike ada permimtann miormast anelaiul PPID Utama, maks PPID
Utama akan mengirimkan lembar permintaan informasi tersebut ke
2N Peicksana dan PRID Pelaksana harus menverahian jawabin
permintaan informasi tersehbut ke PPID Liama dalam jangka wakru
paling lambat 5 herl kerje didasarken pada mekanisme permohonan
tndormasi vaitu 10 hari ke,

Pasal b

Tatn Care Pengelelaan keberatan
a. Petugas vang meneriiua formulir permohonan keberatan atay
surat permohonan keberatan moemberikan fanda terunas berupa
formulit keberatan {aslij.

4

br Dalam hal permohenan  diggukan melalui surat. petuga
menuangkan dalam formulir dan memberikan formulir {szsh
sebagal tanda temima vang  diberikan  selambeat-lambainya
bersamaan dengan  penginman surst  tanggapan  atas
keberatan.

]

Petugas  menvimpan  salinan  tanda  terima scbagaimmans
dimaksud pada huruf {a) dan huaraf (b sebagar berkas
kelunzkapan register keberatan.,

d. Perugas meregister kebermian pada saat permohonan diterima
dan  memberikan  berkas kelengkopan  register keberatan
{formulir dou/atau surat keberatan} keppda PPID pada hart
diterimanya keberatan,

e, PPID mencruskan berkas kelengkapan register Keberatan
formulir dan/atau surat keberatan) kepada Atasan PPID vang
herwenang pada har diterimanva keberatan.

)

Atesan PPID vang bersangkutan menjawab keberatan yang
telah diajukan selasmbai-lambainva 30 (ugapuiuh} han kerja
sejak Keberatan diterima olch petogas.

g. Jangka wakiu pelaksanaan keputusan Atasan PP dihitung
termasuk  {tidak  melebihi) 30 jtigapuluh]  bhant kerja
sebagaimana pada huruf (f}



Pusal o

Mokuniisme Penvelesatan Informasi

Perhitungan waktn penvelesaian sengketa mlormos: dimoby sejak surat
pesmnhinan diterirnag oleh PPID,
a] PPID vang akan menolak memberikan mformas) pubbik vang

tidak sesuw dengan ketentuan peraturan perundang-undanga,
dengan prosedur sebapai berikul

PPID mempersiapkan daftar pemochon dunfatau pengguna
mnformas: vang akarn ditolak,

PPID mengadakan rapat koordinasi seielal: dengan melibatkan
Bire Hukum serta satuan kerja yang wrkait paling lambar 3
hari keria setelah surat permohonan ditertma PPHD;

Hasil keputusan rapat keordinasi ditwangkan dalam  berita
acara yang diandatangani oleh seluruh peseris rapat;

Hasil kepurusan rapat didokumentasikan secara baik.

b} PPID vang akan memberikan tanggapan atas keberatan VHIg

disampaikan pemechon informasi publik sccara tertulis, PPID
mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan  pemchon
dan/atau pengeguna informasi,

PPID mengadakan rapat koordinasi setelah dengan melibatkan
Biro Hukum serta satuan kerja yang terkait paling Jambat 3
hari kerje setelah surat keberatan diterima PPID,

Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berin

acara yang ditandatangani oleh seluruh peserts rapat dan hasil
keputusan rapat didokumentasikan sccara baik.

c} Penvelesmkan sengketa informasi:

PPID menviapkan bahan bahan terkait sengketa informas::

Biro Hukum dan Kerjasama mempersiapkan kajian,  da
perumbangon  hukum  uniuk  disampaikan kepada Tim
Fertimbangan Pelavanan Informasi;

Pada saat sengketa mformasi berlargut ke Komisi Informasi.
PTUN, dan MA maka Buwo Hukum doan Kerjasama melakukan
pendampingan hukum untuk penvelesalan sengketa informasi:



- Tim Perhmbangan Pelavanan  fmmast oswmbahes  dan
memuiusian penvelesajan sengheta imformast vang dilakukan
secura musvawarah;

- Hasi kepurusan Tim  Pertimbongan  Pelayvonon  infornuasi
ditindak lungun oleh PPID sespal dengan peruntukannva dan
didokumeniasikan denzan bak

Poasal 7

P PP Urama wajb inelaporkan Kepada Tim Pertimbangen Pelayanan
Informas:

a. Jumlah permintaan inlormasi vang diterima;

b, Waktu vang diperlukan BNPB dalam memenuln setiap perminiaan

oA sk,

¢. Jumish pembenan dan penolakan perniintaan informass;

d. Alasan penolakan permintaan informast.

g Juminh keberatan dan penvelesalan sengkela
2. PPID Utama membuat dan mengumumkan laporan pengelolasn
informas: sesual Undang-Undang nomor 14 taliun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, pasal 112 kepada atasan PPID dan Komist
Informasi

Pasal 8

Surat kepurusan Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan
Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai bertaku  pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1+ Jyb Julg
PPITY Liama

Dr.Sutopo Purwoe Nugreho



